
Tata Ruang Laut (Zonasi Laut) 



Konsep tata ruang laut dan zonasi perairan.

Instrumen hukum dan peraturan terkait.

Isu utama dan konflik pemanfaatan ruang laut.

Strategi penyelesaian konflik berbasis sains.



Proses perencanaan 
penggunaan ruang laut 
untuk berbagai kegiatan 

(perikanan, energi, 
konservasi, transportasi).

Tujuan: mengoptimalkan
pemanfaatan ruang laut
secara berkelanjutan dan 

mengurangi konflik antar-
pemanfaat.







Berbasis 
ekosistem 

(Ecosystem-
based 

management).

Partisipatif
dan inklusif
(stakeholder 
engagement).

Berorientasi
pada tujuan

jangka
panjang dan 

adaptif.

Berbasis data 
ilmiah dan 

pemantauan.









UU No. 32/2014 tentang Kelautan.

Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional (RTRW 
Laut/Nasional).

Peraturan daerah dan tata ruang pesisir (RTRW 
provinsi/kabupaten).

Instrumen: zonasi, izin pemanfaatan, kajian 
lingkungan.



1. Inventarisasi 
sumber daya 

dan 
pemanfaatan 

saat ini.

2. Analisis 
konflik dan 

potensi.

3. Penetapan 
zona fungsi 

(no-take, 
konservasi, 
budidaya, 
industri).

4. Perumusan 
kebijakan dan 

regulasi.



Konflik sektor: perikanan vs pariwisata 
vs energi.

Konflik ruang lokal: nelayan tradisional 
vs kapal industri.

Dampak kumulatif  dari penggunaan 
ruang laut (cumulative impacts).



Zona Konservasi (no-take areas, marine protected areas).

Zona Pemanfaatan Berkelanjutan (perikanan, mariculture).

Zona Industri & Energi (pelabuhan, tambang, wind farm).

Zona Rekreasi & Pariwisata.

Zona Transportasi dan Navigasi.



Penginderaan 
jauh (satellite 

imagery, 
bathymetry).

Pemantauan 
stok ikan (SST, 

klorofil-a), 
survei 

biodiversitas.

Data sosial-
ekonomi: 

kepemilikan 
lahan laut, 
intensitas 
tangkap.

Sistem 
Informasi 
Geografis 

(GIS) untuk 
analisis zonasi.



Contoh: ekstraksi
pasir pantai

mengancam habitat 
penyu dan terumbu

karang.

Pertimbangan: 
kebutuhan

pembangunan
infrastruktur vs 

kelestarian ekosistem.



Kriteria lokasi: kualitas air, arus, kedalaman, 
jarak dari sumber polusi.

Zonasi untuk mengurangi konflik 
pencemaran antara tambak dan permukiman.

Model IMTA sebagai solusi zonasi terpadu.



Naiknya muka laut mengubah area 
pesisir dan zona penggunaan.

Perubahan distribusi spesies laut →
penyesuaian zona perikanan.

Kebutuhan kebijakan adaptasi 
dalam MSP.



Keterlibatan
nelayan, 

pembudidaya, 
pelaku pariwisata

dalam perencanaan.

Mekanisme
konsultasi publik

dan pemberdayaan
komunitas pesisir.

Pentingnya
knowledge co-

production antara
ilmuwan dan 
masyarakat.



ICZM menyelaraskan 
kebijakan darat–laut untuk 
mengurangi dampak lintas 

sektoral.

Pendekatan lintas 
pemerintahan: 

kabupaten/provinsi/nasional.



Vessel Monitoring 
System (VMS) 

untuk pengawasan 
kapal.

Remote sensing 
dan real-time 

monitoring untuk 
SST dan klorofil.

Platform data 
terbuka dan 

dashboard zonasi 
berbasis web.



Peran KKP, Bakamla, 
TNI AL dalam 

pengawasan zona.

Sanksi administratif dan 
pidana untuk pelanggaran

zona konservasi dan 
penggunaan ilegal.

Mekanisme resolusi 
konflik dan litigasi.



Indikator kinerja: kesehatan ekosistem, 
produktivitas perikanan, tingkat konflik.

Adaptive management: revisi zona 
berdasarkan data pemantauan.

Pelaporan berkala dan transparansi data.



Keterbatasan 
data dasar dan 
kapasitas teknis 
daerah.

Ketidaksesuaian 
kebijakan antar-
level 
pemerintahan.

Tekanan 
ekonomi jangka 
pendek vs tujuan 
konservasi 
jangka panjang.

Pengaruh 
geopolitik 
terhadap akses 
sumber daya 
laut.




